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BUPATI JAYAPURA 

PROVINSI PAPUA 
 

PERATURAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 10 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2014 
TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KLAIM 

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT 
UMUM DAERAH YOWARI KABUPATEN JAYAPURA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI JAYAPURA, 

Menimbang  : a.  bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan      
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Program Jaminan Kesehatan Nasional yang menetapkan 
besaran jasa pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut 
milik pemerintah dalam besaran 30-50% (tiga puluh 
sampai lima puluh persen) dari keseluruhan pendapatan 
fasilitas kesehatan tersebut; 

  b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Klaim Jaminan 
Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Daerah 
Yowari Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten 
Jayapura Tahun 2014 Nomor 24) mengalokasikan 
pembayaran jasa pelayanan kesehatan ditetapkan 
sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari 
penerimaan dana klaim, sehingga pembayaran jasa 
pelayanan tersebut perlu disesuaikan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

  c. bahwa untuk maksud tersebut huruf b, maka perlu 
merubah Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Klaim Jaminan 
Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Daerah 
Yowari Kabupaten Jayapura; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana 
Klaim Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit 
Umum Daerah Yowari Kabupaten Jayapura (Berita Daerah 
Kabupaten Jayapura Tahun 2014 Nomor 24); 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 
Pembentukan Provinsi Otonom Irian Baratt dan 
Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969    
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 2907); 
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  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4884); 

  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5063); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 

  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           
Nomor 5679); 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

  10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 
Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program 
Jaminan Kesehatan Masyarakat; 

  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan 
Kesehatan Nasional; 

  12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jayapura Tahun 2007 Nomor 2); 
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  13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi 
Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Yowari 
Kabupaten Jayapura (Lembaran daerah Kabupaten 
Jayapura Tahun 2012 Nomor 8); 

 
 

MEMUTUSKAN  
 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 
2014 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA 
KLAIM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH 
SAKIT UMUM DAERAH YOWARI KABUPATEN JAYAPURA 

 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Klaim Jaminan Kesehatan Nasional Pada 
Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Kabupaten Jayapura (Berita Daerah 
Kabupaten Jayapura Tahun 2014 Nomor 24), diubah sebagai berikut :   
  
1. Ketentuan Pasal 3 berubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 3 

(1) Dana Klaim dikirim ke rekening BPJS RSUD Yowari kemudian disetor ke 
rekening Kas Daerah Kabupaten Jayapura dengan persetujuan direktur 
rumah sakit. 

(2) Selisih Klem dari kenaikan jatah kelas 3 ke kelas 2 maupun kelas 2 ke 
kelas 1 akan di setor ke Kas Daerah dengan persetujuan direktur rumah 
sakit.  

(3) Selisih yang telah di setor ke Kas Daerah akan di ambil kembali untuk 
jasa medis dan paramedis. 

 
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) berubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 5 

(1) Dana Klaim yang diterima oleh Rumah Sakit dari Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk :  
a. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan 
b. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. 

(2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sekurang-kurangnya 50% 
(lima puluh persen) dari penerimaan Dana Klaim.  

(3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan 
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan 
sebesar selisih dari besar Dana Klaim dikurangi dengan besar alokasi 
untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2).  

(4) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
ditetapkan setiap tahun dengan keputusan Bupati atas usulan Direktur 
RSUD Yowari dengan mempertimbangkan :  
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a. Kebutuhan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan bahan 
medis habis pakai khusus; 

b. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai 
target kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit; 

c. Besar tunjangan lainnya yang telah diterima dari Pemerintah Daerah. 
 
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) di antara kata pelayanan dan kata bagi 

disisipkan frase kesehatan, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 6 

(1) Alokasi Dana Klaim untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dimanfaatkan untuk 
pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan 
tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan pada RSUD 
Yowari. 

(2) Pembagian Jasa pelayanan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non 
kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mempertimbangkan 
variabel : 
a. Jenis/spesialisasi ketenagaan; 
b. Jabatan; dan 
c. Kehadiran. 

 
Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura. 
 
            Ditetapkan di Sentani 

pada tanggal 7 Januari 2016 

BUPATI JAYAPURA, 

ttd 

    MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si 
 
Diundangkan di Sentani 
pada tanggal 8 Januari 2016 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, 

ttd 
           Drs. YERRY FERDINAND DIEN 
               PEMBINA UTAMA MADYA 
              NIP. 195901141984101002   
 

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2016  NOMOR 10 

             Salinan sesuai dengan aslinya, 
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 
              KEPALA BAGIAN HUKUM DAN, 
                 PERUNDANG-UNDANGAN 
 
 
                        MURSALIM, SH 
                         PEMBINA Tk.I 
           NIP. 195808251992021002 
 


